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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 

rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan modul ini dengan 

tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti. Penyusunan modul ini merupakan bagian dari 

tugas mata kuliah Praktik Layanan dan Konsultasi Hukum (PLKH), yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wawasan dan keterampilan hukum 

praktis. 

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Ibu Yana Indawati, S.H., 

M.Kn., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah beliau berikan 

selama proses penyusunan modul ini. Dukungan dan pendampingan beliau menjadi landasan 

penting dalam tersusunnya karya ini. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penyusun. Oleh karena 

itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan 

penyempurnaan modul di masa mendatang. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat 

bagi seluruh pihak yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa dan praktisi hukum yang 

membutuhkan referensi dalam praktik pelayanan hukum. 

 

 

Surabaya, 07 Agustus 2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering 

ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun secara tegas dilarang 

oleh hukum positif. Salah satu bentuk perjudian yang paling lazim dan kerap terjadi 

di daerah pedesaan maupun perkotaan adalah perjudian sabung ayam. Kegiatan ini 

biasanya dilakukan dengan mempertemukan dua ayam jantan untuk bertarung, 

yang diikuti dengan taruhan uang dari para peserta atau penonton. Ketika dilakukan 

di tempat umum, sabung ayam tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga 

mengganggu ketertiban umum serta meresahkan masyarakat sekitar. 

 

Fenomena perjudian sabung ayam di tempat umum menjadi perhatian 

serius, karena sering kali memunculkan berbagai dampak negatif, seperti 

kerumunan massa yang sulit dikendalikan, potensi konflik sosial, hingga 

pelanggaran lain seperti penyalahgunaan lahan atau kekerasan fisik. Oleh karena 

itu, penanganan terhadap perkara ini perlu ditindaklanjuti secara tegas melalui 

proses hukum yang berlaku, agar memberikan efek jera kepada para pelaku 

sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat. 

 

Sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan Jaksa Penuntut Umum 

(JPU) sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian perkara 

pidana, termasuk kasus tindak pidana perjudian sabung ayam. Setelah penyidikan 

oleh kepolisian selesai, jaksa bertugas untuk meneliti berkas perkara, menyusun 

surat dakwaan, serta melakukan 
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penuntutan di muka persidangan. Selain itu, JPU juga berwenang untuk 

menyampaikan tuntutan pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta 

yang terungkap selama proses peradilan.Dalam sistem peradilan pidana umum di 

Indonesia,Perkara ini timbul di Kabupaten Jombang .Kejaksaan Negeri Jombang 

sebagai lembaga penuntut umum di wilayah Kabupaten Jombang memegang 

peranan sentral dalam menangani perkara-perkara pidana termasuk perkara 

perjudian sabung ayam ini . Wilayah Jombang, yang memiliki karakteristik 

geografis pedesaan dan lahan terbuka yang cukup luas, kerap dijadikan lokasi 

praktik sabung ayam secara sembunyi-sembunyi oleh masyarakat. 

 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 

Jaksa memiliki posisi yang unik karena berada di antara kepolisian sebagai penyidik 

dan pengadilan sebagai pemutus perkara. Dalam praktiknya, jaksa bertugas meneliti 

berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, menentukan apakah suatu perkara 

layak untuk dilimpahkan ke pengadilan, serta menyusun dakwaan sebagai dasar 

dalam proses persidangan. Selain itu, jaksa juga memiliki peran penting dalam 

eksekusi putusan pidana, yang sering kali menjadi tahapan akhir namun krusial 

dalam proses peradilan pidana. 

 

Selain menjalankan fungsi yuridis, jaksa turut mengemban peran sosial dan 

administratif, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, 

pendampingan dalam proses pemulihan aset negara, serta keterlibatan dalam upaya 

pencegahan tindak kejahatan melalui program-program Kejaksaan yang 

mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa 

tidak semata - mata sebagai "penuntut", melainkan sebagai "penegak keadilan" yang 
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menyeluruh, yang bertugas menegakkan hukum secara humanis, berimbang, dan 

profesional. 

 

Penuntutan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan 

pidana, yaitu tahap di mana perkara pidana diajukan ke pengadilan untuk diperiksa 

dan diputus. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, penuntutan dilakukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai representasi negara dalam menuntut 

seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Proses penuntutan ini tidak 

hanya berkaitan dengan menyusun dan membacakan surat dakwaan di pengadilan, 

tetapi juga melibatkan berbagai prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku.Ketentuan mengenai tugas dan wewenang jaksa penuntut umum dalam 

proses penuntutan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), khususnya dalam Pasal 14, serta diperkuat melalui peraturan lain seperti 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Jaksa memiliki kewenangan untuk menerima dan memeriksa berkas perkara dari 

penyidik, melakukan prapenuntutan apabila ditemukan kekurangan dalam berkas, 

menyusun surat dakwaan, mengajukan perkara ke pengadilan, hingga 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

 

Penulis bermaksud menjabarkan prosedur penuntutan yang diajukan oleh 

Kejaksaan Negeri Jombang terkait penanganan perkara tindak pidana perjudian. 

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam Pasal 303 dan 303 bis 

KUHP. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban 

umum karena dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas sosial. 
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1.2. Tujuan Penyusunan Modul 

 

 

Penulis disini bertujuan untuk membuat modul pembelajaran dalam modul ini 

bertujuan untuk : 

 

1 Menjelaskan secara sistematis dan komprehensif prosedur penuntutan 

dalam perkara pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang- 

undangan terkait. 

2 Menganalisis peran dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dalam setiap 

tahapan penuntutan, mulai dari penerimaan berkas perkara dari penyidik 

hingga pelimpahan ke pengadilan dan pelaksanaan putusan. 

3 Mengidentifikasi hambatan atau kendala yang sering dihadapi dalam 

praktik penuntutan perkara pidana umum, baik yang bersifat teknis, yuridis, 

maupun administratif. 

4 Meningkatkan kualitas penulisan Modul juga bertujuan untuk membantu 

pembaca meningkatkan keterampilan menulis, baik dalam hal struktur, 

bahasa, maupun gaya penulisan. 

 

Tidak hanya itu saja , Penulis juga mengharapkan modul pembelajaran ini dapat 

memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai mekanisme penuntutan dalam 

sistem peradilan pidana umum di Indonesia, serta menjadi bahan evaluasi dalam 

rangka mewujudkan proses penegakan hukum yang lebih profesional, adil. 
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BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERKARA DAN YURISDIKSI 

 

2.1 Gambaran Umum Perkara 

 

Perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum merupakan tindak pidana 

yang dampaknya dirasakan secara luas oleh masyarakat, karena mengganggu rasa 

aman, nyaman, serta keteraturan sosial di ruang publik. Ketertiban umum adalah 

kondisi masyarakat yang tertib, tenteram, dan bebas dari gangguan sosial, baik 

secara fisik maupun psikologis. Dalam hukum pidana Indonesia, perkara-perkara 

yang termasuk dalam pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat berupa 

perjudian terbuka (seperti sabung ayam), penghasutan, kerusuhan massal, 

penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, perkelahian antar 

kelompok di tempat umum, hingga demonstrasi anarkis tanpa izin. 

 
Table 1 Jumlah perkara pidana umum yang masuk di bulan febuari – Mei tahun 2025 di  kejaksaan negeri Jombang 

Sumber : wawancara dengan peserta Magang MBKM Kejaksaan Negeri Jombang 

Bulan  Jenis Perkara Jumlah 

Perjudian Pencurian Penggelapan Penganiayaan Penipuan 

Febuari 2 2 1 1 - 6 

Maret 3 6 5 3 1 18 

April 2 4 5 5 1 17 

Mei 3 3 2 2 4 14 

Jumlah Keseluruhan Perkara pidana umum   55 
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Salah satu contoh konkret perkara ini adalah tindak pidana perjudian sabung 

ayam yang dilakukan di tempat umum, yang tidak hanya melanggar norma hukum, 

tetapi juga menciptakan keresahan di tengah masyarakat sekitar lokasi kejadian. 

Kegiatan tersebut biasanya disertai dengan kerumunan, taruhan uang dalam jumlah 

besar, serta potensi terjadinya konflik horizontal antar pemain atau penonton. 

Perkara tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan di tempat umum 

merupakan salah satu kasus yang masih kerap terjadi di wilayah hukum Kejaksaan 

Negeri Jombang. Modus operasi dari kegiatan ini umumnya dilakukan oleh 

kelompok masyarakat secara berkelompok, di lokasi terbuka seperti sawah, kebun 

kosong, atau pekarangan rumah yang jauh dari pengawasan aparat1. 

 

Perjudian Sabung ayam dalam pelaksanaannya berisi dua ayam jantan yang 

dipertarungkan, dan para peserta maupun penonton memasang taruhan dalam 

bentuk uang tunai. Kegiatan ini biasanya berlangsung cepat dan berpindah-pindah 

lokasi untuk menghindari razia aparat. Tindak Pidana Umum (TPU) merupakan 

kategori perbuatan melanggar hukum yang tercantum dalam KUHP, dan dapat 

dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial atau profesi. Berdasarkan 

sifatnya, TPU bersifat absolut, artinya penuntutannya sepenuhnya menjadi hak 

negara dan tidak dapat dilakukan secara privat oleh korban atau pihak lain. Contoh- 

contoh tindak pidana umum yang sering terjadi di Indonesia termasuk Perjudian. 

 

2.2 Yuridiksi 

 

Perkaran Perjudian sabung ayam ini dalam konteks yurisdiksi, TPU berada 

di bawah pengawasan Peradilan Umum Kabupaten Jombang, sehingga segala 

 
1 Wahyudi, D. I., Jaya, N. S. P., & Pujiyono, P. (2021). Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut 

Umum i (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang). Diponegoro Law Journal, 10(1), 96-107 
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perkara pidana umum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten 

 

Jombang sesuai ketentuan kompetensi absolut.Sementara itu, kompetensi relatif 

menentukan pengadilan negeri spesifik yang berwenang berdasarkan lokasi tindak 

pidana terjadi , tempat tinggal terdakwa, atau tempat tinggal mayoritas saksi yang 

akan dipanggil . Jika sebagian besar saksi tinggal lebih dekat dengan pengadilan di 

tempat terdakwa tinggal, maka pengadilan negeri di tempat terdakwa dapat 

mengambil alih wewenang pemeriksaan untuk memenuhi asas cepat, sederhana,dan 

berbiaya ringan. Dengan demikian, setiap perkara tindak pidana umum langsung 

masuk ranah peradilan umum menurut kompetensi absolut. 

 

Yurisdiksi penuntutan, Penuntutan Perkara perjudian ini dilakukan oleh 

Kejaksaan Negeri Kabpaten Jombang. Kejaksaan Negeri Kabpaten Jombang 

memiliki kewenangan eksklusif Penuntut Umum untuk memutuskan apakah suatu 

perkara pidana layak diajukan ke pengadilan atau tidak, yang secara hukum disebut 

dengan asas dominus litis. Artinya, kejaksaan memegang kendali penuh dalam 

proses penuntutan: mulai dari menerima dan memeriksa berkas perkara dari 

penyidik, menyusun dakwaan, hingga menentukan kelanjutan atau penghentian 

kasus (SP3) Prinsip ini menegaskan bahwa hanya Penuntut Umum yang berwenang 

membawa suatu perkara pidana ke persidangan, tidak dapat digantikan oleh korban, 

penyidik, atau pihak lain Kejaksaan bertugas dan berwenang melakukan 

penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 

serta melakukan pengawasan2. 

 
2 Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana 

Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(3), 311-321. 
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BAB III 

 

LANGKAH-LANGKAH PROSEDURAL 

 

Alur proses Hukum tindak pidana umum dalam perkara perjudian sabung ayam : 
 

 

 
Gambar 1bagan Proses persidang perkara pidana umum 

 

 

1. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima berkas perkara dari 

penyidik/kepolisian setelah tahap penyidikan selesai. Dalam waktu 7 hari 

kerja, JPU wajib menilai apakah berkas sudah lengkap secara materiil dan 

formil (P-21). Jika berkas belum lengkap, JPU akan mengembalikannya ke 

penyidik beserta petunjuk pelengkap, yang harus diselesaikan penyidik 

dalam waktu 14 hari Setelah berkas dinyatakan lengkap dan layak untuk 

dituntut. 
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2. JPU segera menyusun surat dakwaan, yang memuat identitas terdakwa, 

uraian perbuatan, waktu/tempat kejadian, dan pasal yang dilanggar. 

Dakwaan ini harus memenuhi syarat formil dan materiil KUHAP agar sah 

di persidangan 

3. Setelah surat dakwaan disusun, JPU melimpahkan perkara ke Pengadilan 

negeri jombang. Panitera menerima berkas lalu mencatat dalam register 

induk dan Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa 

perkara tersebut. Sebelum sidang dibuka, hakim memeriksa surat dakwaan. 

Jika hakim menyatakan tidak berwenang menangani kasus tersebut, dapat 

menerbitkan “surat penetapan” dan mengembalikan berkas ke Jaksa—JPU 

dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 hari, 

dan Pengadilan Tinggi harus memutus dalam 14 hari. 

4. Dalam persidangan pidana umum, proses berjalan dengan tahapan: 

pembacaan surat dakwaan; eksepsi dari terdakwa; respons JPU (replik); 

putusan sela; pembuktian (pemanggilan saksi, ahli, terdakwa); pembacaan 

tuntutan oleh JPU; 

5.  Pembacaan pledoi atau pembelaan terdakwa Namun pada perkara ini 

Terdakwa tidak mengajukannya. 

6. Putusan hakim dalam perkara no 103/Pid.B/2025/PN Jbg hakim memutus 

Menyatakan Terdakwa I SUPRIYADI Bin SOLEH, Terdakwa II MOH 

KOMARI Bin PONIMEN, dan Terdakwa III KHUDHORI Bin MUNADI 

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat 

dimasuki khayalak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa 
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yang berwenang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut 

umum; hakim memberikan putusan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 

I SUPRIYADI Bin SOLEH dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) 

BULAN; Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa II MOH KOMARI Bin 

PONIMEN, dan Terdakwa III KHUDHORI Bin MUNADI oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN; Menetapkan masa 

penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa 

masing-masing dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang 

dijatuhkan Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - 

masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah Memerintahkan agar Para 

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa : 

 

a) (dua) ekor ayam jago jenis bangkok; 

 

b) (satu) gulung spon yang digunakan sebagai ring arena tarung 

ayam; 

c) (satu) jam dinding; 

 

d) 2 (dua) spon kecil untuk memandikan ayam; 

 

7. Jika terdakwa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri bisa 

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 hari sejak 

putusan atau 14 hari untuk kasasi di Mahkamah Agung namun pada perkara 

ini terdakwa tidak mengajukan banding. 

Prosedur penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan rangkaian 

tahapan penting dalam sistem peradilan pidana. Tahapan tersebut diawali dengan 

pemeriksaan berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik, kemudian 

dilanjutkan dengan proses pelengkapan berkas jika dinilai belum lengkap. Setelah 



11  

berkas dinyatakan lengkap (P-21), JPU akan menyusun surat dakwaan sebagai dasar 

untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Selanjutnya, dilakukan pelimpahan 

perkara ke Pengadilan Negeri, yang kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan 

hingga menghasilkan putusan akhir. Seluruh proses ini melibatkan koordinasi 

antarlembaga penegak hukum, yakni Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan 

sebagai penuntut, serta Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang memeriksa dan 

memutus perkara. 

Apabila putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dianggap belum memenuhi 

rasa keadilan atau tidak sesuai dengan harapan, pihak terdakwa memiliki hak untuk 

menempuh upaya hukum lanjutan. Upaya hukum tersebut meliputi banding ke 

Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, hingga Peninjauan Kembali (PK) 

sebagai bentuk luar biasa dalam sistem hukum acara pidana. Setiap tahapan ini diatur 

secara sistematis dalam hukum acara pidana untuk menjamin perlindungan hak-hak 

terdakwa serta menjaga integritas proses peradilan pidana.
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BAB IV CONTOH KASUS DAN SIMULASI 

 

3.1. Contoh Kasus 

 

 

Kasus awal mula terjadinya tindak pidana umum Pada hari Minggu tanggal 

12 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di Dusun Murong, Desa Mayangan, 

Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, telah terjadi tindak pidana perjudian 

sabung ayam tanpa izin yang dilakukan oleh tiga orang terdakwa, yaitu 

SUPRIYADI Bin SOLEH (Terdakwa I), MOH KOMARI Bin PONIMEN 

(Terdakwa II), dan KHUDHORI Bin MUNADI (Terdakwa III). Peristiwa ini 

bermula dari laporan masyarakat yang merasa resah atas kegiatan sabung ayam 

yang kerap terjadi di wilayah tersebut, dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. 

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim dari Satreskrim Polres Jombang yang terdiri 

atas Saksi Bripda Nugroho Dwi Khoirudin, Bripda Andre Syah Mutiara Sakti, 

Aipda Suhandrik, dan Bripka Dani Setiawan, melakukan penyelidikan dan 

penggerebekan di lokasi kejadian. 

 

Saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang terlibat dalam kegiatan 

sabung ayam yang berlangsung secara terbuka dan dihadiri oleh banyak orang. 

Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua ekor ayam jago 

jenis bangkok, satu gulung spon yang digunakan sebagai ring aduan ayam, sebuah 

jam dinding, dua spons kecil untuk memandikan ayam, dan uang tunai sejumlah 

Rp140.000,00. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa kegiatan sabung ayam 

dilakukan secara sistematis. Dua orang pemilik ayam menyepakati jumlah taruhan, 

kemudian ayam mereka diadu selama 15 menit dalam arena yang telah disiapkan. 
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Penonton yang hadir termasuk Terdakwa I, II, dan III bertindak sebagai penombok 

pinggiran, memasang taruhan dengan jumlah bervariasi antara Rp30.000,00 hingga 

Rp100.000,00. Jika belum ada ayam yang kalah, pertandingan diulang beberapa 

kali hingga maksimal lima kali, atau hingga salah satu ayam dinyatakan kalah. 

 

Kegiatan perjudian ini dilakukan bersama beberapa orang lainnya, termasuk 

dua orang yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), yaitu Sdr. Kolis 

dan Sdr. Yanto, serta beberapa pelaku lain yang berhasil melarikan diri saat 

penggerebekan. Nilai taruhan dalam setiap putaran mencapai antara Rp300.000,00 

hingga Rp500.000,00, dengan sistem perjudian yang sepenuhnya bersifat untung- 

untungan. Tidak ada satu pun dari para pelaku yang memiliki izin resmi dari 

pemerintah atau pihak berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. 

Akibatnya, tindakan tersebut selain melanggar hukum pidana juga menimbulkan 

keresahan di masyarakat sekitar. 

 

3.2 Simulasi 

 

1 Tahap Penyelidikan dan Penangkapan (Polri – Satreskrim Polres Jombang) 

Pada tanggal 5 Januari 2025, Polres Jombang menerima laporan dari warga 

tentang adanya kegiatan perjudian sabung ayam di Dusun Murong. 

Berdasarkan laporan tersebut, dilakukan penyelidikan oleh tim dari 

Satreskrim yang dipimpin oleh Bripda Nugroho Dwi Khoirudin. Setelah 

dilakukan pemantauan dan pengumpulan informasi, polisi melakukan 

penggerebekan pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 17.00 WIB dan 

menangkap tiga orang tersangka yang sedang bertaruh di arena sabung 
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ayam. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa ayam aduan, spons, 

uang tunai, dan perlengkapan arena. 

2 Tahap Penyidikan (Polri) 

 

Penyidik memeriksa para terdakwa dan saksi-saksi, serta mengumpulkan 

bukti-bukti fisik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa 

kegiatan sabung ayam tersebut dilakukan secara terorganisir dan tanpa izin 

dari pihak yang berwenang. Ketiga tersangka mengakui keterlibatan mereka 

sebagai penombok dan mengetahui bahwa perjudian tersebut melanggar 

hukum. 

3 Tahap Penuntutan (Kejaksaan Negeri Jombang) 

 

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyidik menyerahkan 

tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa 

kemudian menyusun surat dakwaan terhadap para terdakwa atas dugaan 

pelanggaran Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

tentang turut serta melakukan perjudian di tempat umum tanpa izin. 
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